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ABSTRAK

Hafiz Arfyanto, Ana Rosidha Tamyis, Asep Kurniawan, Dyan Widyaningsih, Jimmy Berlianto, Mayang Rizky,
Niken Kusumawardhani, Nila Warda, Ruhmaniyati, Sri Murniati, dan Veto Tyas Indrio

Studi ini merupakan bagian dari stddAMPU yaitustudilongitudinalyang diakukan selama enam
tahun (20142020) melalui kerjasama antaraKemitraan Australidndonesia untuk Kesetaraan
Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMB&H The SMERU Research Instit@&audi ini
bertujuan mendokumentasikan perubahan akses perempuan miskin terhadap layanan umum pada
lima tema penghidupan dari dua siggitu ketersediaan layanan dan perilafperempuan miskin
dalammengakses layanarsepanjang 2012019 Kelima tema tersalt adalah(i) perlindungan
sosiabidangkesehatarbagi keluarga perempuan miskiii) perlindungan kondisi kerja perempuan
pekerja rumahan (iii) perlindungan bagi perempuan miskin pekerja migran Indonegsi@v)
peningkatan status kesehatan dan gmrempuan, dan (v) pengurangan kekerasan terhadap
perempuan. Studi inidilakukan di 15 desa yang tersebar dima kabupaten di lima provinsi
menggunakan dua pendekatakuantitatif dan kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa
perubahan akseterlihat nyata baik dari sisi ketersediaan layanan maupun perilagrempuan
miskin dalam mengakses layananpada tema perlindungansosial bidang kesehatan dan
peningkatan statuskesehatan dan gizi perempuaBementara ituperubahan pada tiga tema
lainnya cenderng kecil dan spesifidemuan utama dari studi ini adalpningkatan ketersediaan
layanan belum tentu dapat mendorong perempuan miskin untuk mengakses layanan te@3libut.
karena itu,upaya peningkatan akses harus dilakukada dua sisiyaitu ketersediaan layanan dan
perilakuperempuan miskin dalarmengakses layanatupaya peningkatan ketersediaan layanan
telah terbukti dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah dan keterjangkauan layanan.
Sementara ituperubahan perilaku perempuan skin dalam mengakses layanan dapat didekati
dengan melakukan kegiatan penyuluhan/sosialisasi. Meskipun demikian,-faktor penghambat
perubahan akses, seperti keterbatasan pengetahuan dan kurangnya cakupan |apanan
mendapat perhatian khusus dgsara pemangku kepentingan. Apabila faktaktor penghambat

ini tidak dihilangkan, upaya peningkatan akses yang selama ini gencar dilakukanegiuat sia

sia sehingga perempuan miskin menjadi makin sulit meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kata kunci perempuanmiskin,layananpublik, perubahanakses
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RANGKUMAN EKSEKUTIF

Dalam beberapa dekade terakhir, Program Kemitraan Austialilbnesia untuk Kesetaraan
Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMRi¢musatkan perhatiannygada intervensi
terhadap perempuan miskin dan organisasi peremp(raitra MAMPU yang bergerak di bidang
pemberdayaan perempuan, termasuk perempuan miskin. Program MAMPU bertujuan
meningkatkanakses perempuan miskin terhadap layanan pubiialui areaarea tematik yang
mencakup (i) perlindungan sosiabidang kesehatan bagi keluarga perempuamiskin (ii)
perlindungankondisi kerja perempuan pekerfamahan(PPR) (iii) perlindunganbagiperempuan
miskinpekerja migrarindonesia (PN)| (iv) peningkatan status kesehatan dan geiempuan dan

(v) pengurangan kekerasan terhadap perempuan.

Studi ini adalah studindlineyang merupakan bagian dari studi longitudisalamaenam tahun

Sejak studiidlineyang dilakukan pad2017,studi longitudinal inmendokumentasikan perubahan
pada kehidupan perempuan miskiarutama akses mereka terhadap layanan dasar publgan
menggunakan pendekatametode gabungarfmixedmethods, studiendlineini menggabungkan
analisis kuantitatif dan kualitatiintuk melihat perubahan akses perempuan miskin terhadap
layanan publik yang terjadi di wilayah stgdlama 2012019 Secarayaris besar, data kuantitatif
yang dibandingkan antarperiode mampu menangkap perubahan kondisi perempuan miskin dalam
mengakses layanan dasar publik. Sementara itu, data kualitatif yang dikumpulkan akan
menjelaskan proses terjadinya perubahan pada aksesebut. Secara keseluruhastudi ini
diharapkan dapat memberikan gambaranyang menyeluruh mengenai perubahan akses
perempuan miskin terhadap layanan publik sepanjang 22Q79.

StudiendlineMAMPUyang dilakukarpada 2019 bertujuan melihat perubahan kepesertaan dan
pemanfaatanJaminan Kesehatan Nasio(#Nolehperempuan miskin selama 2042019dengan
menganalisisetiap aktor dan faktor pendorong serta penghambat kepesertaarpgamanfaatan
JKN sejak 201vn{dline). Program JKN dipilih sebagai fokus kagggraerintahtelah berkomitmen
untuk mencapai targetakuparnjaminan kesehatan semestanjversal health coverageadaakhir
2019. Adapun kepesertaan JKN dalam studipemggobngannyadibagike dalam dua kelompok
besar, yaitypenerima bantuan iurafPBI) darbukan penerima bantuan iuramon-PBI).

Pada tema ini, wilayah studi dibalgg dalam tiga kategori berdasarkan status intervensi mitra
MAMPU dengan fokupada bidangperlindungan sosial dsektor kesehatan, baik sebagai fokus
utama intervensi maupun bukaRerinciannyadalah

a) kelompok wilayah yang sedang diintervensyaitu oleh (i) Yayasan Bina Keterampilan
Pedesaan Indonesi8(TRAndonesia di Deli Serdang (Desa A dapsaB)dan6 AAisyiyatd
di Cilacap (Desa D) dan Pangkep (DeBashK, danDesal);

b) kelompok wilayah yang pernah diintervensi, yaitu desa dampingaemberdayaan
Perempuan Kepala Keluar(REKKAdi Kubu Raya (Desa G daesaH);, dan

¢) kelompokwilayah tujuh desa yang tidak pernah diintervensi MAMPU. Kelompok terakhir ini
selanjutnya disebut wilayahon-MAMPU
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Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat

Secara umunrhasil survei menunjukkan terjadiapeningkatan kepesertaan JKidri 2017 hingga
2019.Peningkatan kepesertaan JKN didominasi @ehingkatan jumlatpeserta PBI yang terjadi
di semua kelompok wilayalfraktor pendorongeningkatan kepesertaan JKN dipilah berdasarkan
jenisnya, yaitu PBI damon-PB| dengan melihat perubahan pada gignawarandan permintaan.
Untuk kepesertaan PBI, peningkatan terjadi karena ada penambalmaikuota kepesertaan JKN
PBI dari AggaranPendapatan darBelanjaNegaradan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
tiap-tiap daerah. Sementardu, pada sispermintaan perubahan ini terjadantara lainberkataksi
kolektif berbagai aktoyyang memfasilitasi keluarga miskintuk mengakses JKN PBI.

Aksi kolektif ditemukan di hampir semua desgtapi prosesnya berbedbeda tergantung pada
jejaring yang dimiliki aktor yang menginisiasinya. Aktor yang berperan dalam aksi kefsktiiut
dapat dibagke dalam dua kelompok, yaitu perangkat desa dan aktivis s@ditdr perangkatiesa
biasanya menempuh jalur prosedutafsa sehinggmerekacenderung pasilan hanyanenunggu
hasil. Sementara itu,aktor dari kalangan aktivis sosial biasanya memiiiformasi yang lebih
komprehensifdan mampu memanfaatkarkedekatan dengan pejabat publik untukembantu
perempuan miskiimengakses JKbkbagai pesert®Bl.Berbeda dengan perangkat desa, kalangan
aktivis sosial memeriksa perkembangan usulan yang mereka sgekana lebih aktif

Pada keluargayang belummenjadi pesertaJKN mayoritas mengaku bahwa merekabelum
mengetahui persyaratan dan prosedur pendaftaran. Ketaktahuan ini tampaknya berhubungan
dengantingkat keaktifan dalankegiatan kemasyarakatatsecara umurrhasilanalisis kuantitatif
menunjukkan bahwa mayoritas keluarga yang memiliki JKN mengikigerbagai kegiatan
kemasyarakatan

Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional

Peningkatan kepesertaaiKNternyata belum diikutdenganpeningkatan pemanfaatan JKN. Hasil
studi menunjukkatvahwaperubahan pemanfaaan JKN tidak signifikan secara statistik. Dengan kata
lain, pemanfaatan JKbleh keluarga miskirselama2017¢2019 pada umumnyaidak mengalami
peningkatan. Tidak berubahny@emanfaatanJKN secara umurdisebabkan olehantara lain
empat hal. Pertama, layanan JKibértumpangtindih dengan program pemerintah yang tidak
mensyaratkan kepesertaan JKN. Kedeejapathambatandalammengaksedasilitas kesehatan
tingkat pertama(FKTP untuk sebagian layanan JKN karena jarak yang jauh, sarara@nas
transportasiyangkurang baik, dan jam operasior@KTR/ang terbatas. Ketiga, kartu JKN belum
bisa digunakan karena bermasalahisalnya adanya ketaksesuaiantara data pada kartu dan
dokumen kependudukan yang dimiliki. Keempatanyapreferensi pibadi untuk memanfaatkan
layanan kesehatan nedKN dengan alas#&epraktisan kualitas dan kecocokan layanan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil studi ini, beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan adbkdai berikut.

a) Pemerintah perlu melibatkan masyarakktiam upayanenjaminketepatan sasarabantuan
iuran bagi peserta JKN PBI di tengah keterbatasan kuota. Pelibatan masyarakat bisa dilakukan
melalui kolaborasi dengan para aktivis sosial dengan memanfaatkan kegiatahdiaesa
untuk menggali dan memverifikasi data keluarga miskin yang layak dibantli mengakses
JKN.

b) Selain itu,PemerintahPusat danpemerintah daerahpemda)perlu bekerja samadalam
mengintegrasikan data untuk menghindari penonaktifan peserta BRIecaratiba-tiba
(tanpa pemberitahuahp
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¢) Untuk menghindari tumpangindih layanan, penyelarasan antarprogram mesti dilakukan.
Jikahal tersebutmasih tidak bisa dihindari, perlu dibuat aturan main yang jelasdaquat
dipahami semua pihak agar layar@ayanan tersebut bisa menjangkau sasaran secara
maksimal.

d) Untuk mengatasi akses masyarakatng terhambat akibakurangnya sarana/prasarana
pendukung, koordinasi dan kolaborasi antarpemerintah sampai ke tingkat terendah (desa)
perlu digalakkan.

e) Kegiatankegiatan sosial yang biasa diikuti perempuan perlu dimanfaatkan secara optimal
sebagai saranantuk menysialisasianjenis layanan kesehatan yang dapat diakd&sgan
menggunakan JKN.

Pekerja rumahanmerupakan pekerja yang rentan terhadap eksploitasi keljereka pada
umumnyaidentik dengan upah rendakertajam kerja yangpanjangtanpa sistemperlindungan
dalam bekerja.Di Indonesia, pekerja rumahan tidak menddgat banyak perhatian Hal ini
ditandai dengan belum adanya definisi hukum pekerja rumahan atlamyaanggapan bahwa
pekerja rumahan bukdah pekerja. Temuan studnidlinejuga menegaskan adanya permasalahan
terkait kondisi kerjasepertiupah yang rendah, jam kerja yang panjang, abgarkontrak tertulis,
serta minimnya perlindungan sostmsgitenaga kerjgTamyis dan Warda, 2019)

Tema inimenyoroti dua topik utama terkait PPR, yaitu kondisi kerja dan peralihan kerja. Topik
kondisi kerja ditujukan untuk melihat perubahan upafaktu kerja, kontrak kerja, dan fasilitas kerja
yang diterima PPRSementardtu, topik peralihan kerja ditujukan untuk melihat perbedaan kondisi
antara PPR yang beralih ddPPR yang tidak beralih ke pekerjaan lain serta mendalami proses
peralihan kerjaMetode penelusuran prosepfocesdracing) yang digunakan untuk melihat proses
peralihan kerja hanyditerapkandi masingmasingsatu desa di Kabupaten Deli Serdang datu
desadi Kabupaten Pangkep.

Kondisi Kerja Perempuan Pekerja Rumahan

Hasil surveimenunjukkansedikitnya perubahan yang terjadi pada kondisi kerja PPRinada
kabupatenstudi. Secara kualitatif, ditemukan beberapa upaya Bk mengubah kondisi kerja
mereka misalnyamelalui negosiasi dengan pemberi kerja. Upaya tersebut terutama ditemukan di
wilayahMAMPU.Ditemukan pula bahwa PRR semua kabupaten stugiada umumnya belum
memiliki akses terhadap layanan perlindungan ketenagakerjaan. Sebagian PPR di Kabupaten Deli
Sedang sempatmengakses layanan perlindungan ketenagakerjakmgan bantuan BITRA
Indonesiatetapi hal initidak berlanjutkarenamereka merasa bahwiarannyamemberatkan.

Sekalipun tidak banyak perubahan yang teridentifikstsicli ini menemukareberapafaktor dan
aktor yang bisa memengaruhi kondisi kesgrtamemiliki potensi untuk mendorong perubahan
tersebut Negosiasimerupakan faktor yang ditemukan memengaruhi kondisi kerja. Namun,
pengaruhnyabaru terlihat pada komponen upah per satuan produksi daasih terpusat pada
sebagian PPR di Kabupaten Deli Serdang. Semdtiadi salah satu kabupaten ndélAMPU
perubahanpemberi kerjdah yangditemukanmendorong perubahakondisikerja PPR

Terdapat beberapa aktor yang ditemukan memengarataupun menpunyai potensi untuk
memberikan pengarukebih besar terhadagondisi kerja, yaitu BITRAdonesia sesama PPR, dan
pemberi kerja. BITRKdonesiamerupakanaktor yang hanya terdapat eiilayahMAMPU.Aktor
sesama PPR merujuk pada anggota peng&erkatPekerja Rumahaatau SPRwilayahMAMPU)
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sertaPPR yang berperan sebagai ketua kelompalayahnon-MAMPU). Sementar#u, pemberi
kerja sebagadktor pendorong perubahapada umumnyalitemukandi wilayahnon-MAMPU.

Peralihan Kerja Perempuan Pekerja Rumahan

Sepanjang 20X2019, terjadi beberapa perubahan kondisi kefRPR Meski demikianPPR yang
beralihkerja pada umumnygetap tidak memilikiakses terhadaperlindunganketenagakerjaan
Terdapat indikasi peningkah upah pada PPR yang beralih kaggapi hal inihanya ditemukan di
Kabupaten Pangkep.

Dalam prosesnya, peralihan kerja lebih didorong oleh perubahan kondisi kehidupan PPR atau
perubahan dalam rantai produkdilasil pendalaman tim kualitatihenunjukkan bahwaperalihan
kerjaakibatperubahan kondisi kehidupan PPR lebih cenderung terjadi di Kabupaten Deli Serdang
yang sebenarnya tidak memiliki tren peralihan kerja tertemiieski demikian, dkabupaten ini,

tetap ditemukan faktopendorong peralihan k§ayang pada umumnya terkait dengperubahan
standar kondisi kerjanisalnyakebutuhanakanupahyanglebih tinggi karena ada anggota keluarga
yang sakit.Terdapat trenperalihan kerja dKabupatenPangkepyang terjadi akibapenurunan
pasokan mete di ketiga desa studi. Penurunan pasakate makin menyulitkanPPRuntuk
mendapatkan baharproduksi secara rutin Hal ini mendorong PPR untuk mengakses jenis
pekerjaan lain agar penghasilarerekalebih stabil.

Temuantemuan di keda daerahmengindikasikan pentingny@eranan jejaring dalam proses
peralihankerja. Aktor yang teridentifikasi memengaruhi proses peralihan kerja PPR adalah keluarga
dan sesama PPR yang telah beralih kerjamtalkenalan yang bekerja di tempat laiktor-aktor

ini menghubungkan PPR yang hendak beralih kdejlaganpemberi kerja atau sumber modal.
Keluarga juga berperan sebagai sumber modal atau jaring pengarratama ketika PPR beralih
menjadi pekerja mandiri yangntan terhadap guncangdinansial.

Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kondisi
PPR yang masih jauh dari idebBaporan ini menyajikaenam rekomendasi utama, yaitu (i)
penyusunarkebijakan perlindungan PPR, i@mberian dukungan bagiisiatif perlindungarPPR

(i) perluasandan peningkatan peraisPR, (iWenyaluranbantuan modal dan program pelatihan,

(v) kerjasama multipihak untuk meningkatkan pengetahuarengenaihakhak PPR, dan (vi)
pembentukanvadahuntuk dialog pemberi kerja daRPR

Upaya prlindunganbagi PMI prosedural (bermigrasi melalui P3Mhasih menghadapi banyak
tantangan, termasukantangansebelummerekabekerja dan setelamerekakembalidari migrasi
Smentaraitu, jumlah PMI nonprosedurglyang lebih rentanterhadap eksploitastdiperkirakan
melebihi jumlah PMI prosedural.Sebagai upayaintuk meningkatkan akseperempuan PMI
terhadap layanan perlindungamigrasji MAMPU melakukan pedampingandi Cilacapmelalui
Migrant CAREejak 20140leh karena ituPMI dari Cilacagdisebut sebagaPMI wilayah MAMPU
dan PMI dari wilayah lainnya disebutsebagai PMI wilayah nedAMPU. Mengingat survei
dilakukan padgpurnaPMIdengan keberangkatan terakhir setidaknya pada 2004, akskadap

iPerusahaan Penempatan Pekerja Migran Indongsigdulu disebut PJTKI
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layananperlindungandapat dibedakanantara PMI yang berangkasebelum danmereka yang
berangkatsesudah2014 Namun, karena tidaliperolehrespondenyang berangkasetelah 2017,
analisisperubahandalam periode20172019 dilakukan secara kualitatfada2017, pemerintah
menerbitkan thldangUndang JU) No.18 Tahun2017 tentandPerlindungaiPMI(UU Perlindungan
PMIuntuk mengoreksi UU N89 Tahun2004tentangPenempatan darPerlindunganTenaga Kerja
Indonesiadi Luar Negelyang dianggap gagal memberikan pijakan perlindubggiPMI.

Akses Perempuan Miskin Pekerja Migran Indonesia terhadap Jalur
Keberangkatan Prosedural

PMIdiwilayah MAMPU memiliki peluanmtuk melakukan migragrosedural hampir 12 kali lebih
besar dampada PMI di wilayah non-MAMPU tetapi hal ini tampaknya tidalberkaitan dengan
periode keberangkatannya. Bermigrasi secara prosedetah menjadi kebiasaan PMI wilayah
MAMPU sejaknasasebelum 2014. Oleh karenalj Cilacapnmendapatkan status sebageintong
migran yang kemudian mendorong berbagai aktor berkomitmen untuélakukan upaya
perlindungarbagiPMI. Beberapa aktor, sepepgémda bergerak sejaktnasasebelum 2014 dengan
melakukan sosialisasi migrasi ank@pada PMI dapemdessertapengawasaterhadapP3MI yang
jumlahnya puluhan dan jangkauarajuashinggatingkatdesa. Sementara itu, kehadiran Migrant
CARE sejak 2014 berkontribusi dalam mendekatkan laymkait migrasisampai tingkat desa.
Merekamembentuk Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) di Desa E melalui pendzatasitas
pemdesdan pemberdayaapurnaPMI dan keluarganya melalui Komunitas Buruh Migran (Kabumi).

Di Kubu Raya (wilayah n&AMPU), mayoritas PMI bermigrasi secara nonproseduralagakib
kurangnya kesadaran akan migrasi aman. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya layasedural
yang dapat diakseBM|, selainjugabanyakyakemudahan untuk bermigrasi secara nonprosedural.
LokasiKubu Raya yangecara geografis dekat dengan Malaysia ddanyaketerlibatan oknum
petugas imigragnemudahkan PMI untuk bermigrasi secara nonprosed@®inentara itupemda
ataupun organisasi nonpemerintahofnop) tampaknyatidak melakukanupaya serius untuk
mendorong migrasi prosedural. KareKabu Raydukanwilayahkantong migran, perlindungan
PMiItidak dianggap sebagaiu penting di wilayah ini.

Akses Perempuan Miskin Pekerja Migran Indonesia terhadap Layanan
Perlindungan Sebelum Bekerja

Dalam hal layanan sebelum bekerja, meskipun perempuan PMI pro$edemsiliki akseserhadap
perlindunganyang lebih baik daripada perempuan PMI nonprosedural, akses tersebut belum
optimal. Sebagai contoh, akses PMI prosedtgidladap layanan perlindungan administrasisih
sekitar65% untuk penguasaan perjanjian penengradenganP3MI dan 59% untuk penguasaan
perjanjian kerja dengan majikakkeduanyamerupakan hak PMI yang dijamin oleh B&tlindungan

PMI. Meski demikian pelanggaran untuk menghindari tuntutamukum dari PMI jika terjadi
permasalahanpada saat bekerjakerap dilakukanoleh oknum P3MI, agen di luar negeri,
ataupunmajikarPML Sementara itu, perempuan PMI prosedural memiliki akses yang cukup tinggi
(76%)terhadaplayanan perlindungan teknis berupa pembekalan sebelum belkdgmun untuk
mengakses layanatersebut PMI masih harus menanggung biaya yang tinggdahalU
Perlindungan PMEklah menghapusanbiaya penempatan dan mengalihkannya menjadi tanggung
jawab pemerintah. Hal ini dipengaruhi oleh belum adanya peraturan turunan dari UU tersebut dan
terbatasnyaanggararpemda

Masih besarnya biaya penempatan yang membebani PMI prosedurahjeiggpakankonsekuensi
dari belum optimalnya fungdiayanan Terpadu Satu AtépTSA). LTSA dibentuk di Cilapaga
2017sebagai amandt/U Perlindungan PMlintuk menberikan kemudahan bagi calon PMI dalam
pengurusanpersyaratanbermigrasi Namun, baik PMIlpemdes maupun kaderDesbumi belum
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mengetahui keberadaan LTSA seirimakinberkurangnya intensitas pendampingan Migrant CARE.
Oleh karena itu, PMI tetap mengandatifasa P3MI yang secara penuh mewakili PMI dalam proses
pendaftaran dan penempatan di LTSA.

Akses Perempuan Miskin Pekerja Migran Indonesia terhadap Layanan
Perlindungan Setelah Bekerja

Layanan perlindungamagipurnaPMImelalui program reintegrasi ekonomi belum berjatacara
efektif. Kegiatan pemberdayaan ekongnseperti kegiatan Program Desbumi di Cilacap dan
Program Desmigratif di Deli Serdaggngditemukan padasaatstudi midline tidak lagi berjalan.
Dari sisi lagnan, hal ini dipengaruhi oleh pendampingan usaha yang tidak berkelanjutan dan tidak
adanya strategi pengakhiran progran{exit strategy. Sementara itu, dari sispurnaPMI,
kecenderungamuntuk membandingkan hasil usaha yang relatif kecil dengan penghamgaska
ketika menjadi PMI aktif menyurutkan semangatrnaPMI untuk melanjutkan usahaHal ini
bahkan memunculkan keinginan untukembali menjadi PMI Adanya kegiatan usahaurna
PMl/keluargaPMI di Cilacap yang masih bertalmadasaatstudiendling sepertikegiatanProgram
Desmigratif didukung oleh kreatitas pendamping program dalam menggiatkan pemasaran usaha
dampingannya. Namun, ketiadaan pencatat@urnaPMI| dan terbatasnya skala pmagn
mengakibatkamendahnya tingkaketepatan dan ketercakupan sasaran program.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Hingga2019, perempuan miskin PMI masih rentarhadap eksploitashaik oleh pihak perantara
maupun majikandalamprosesbermigrasi Meski PMUdi wilayah MAMPU memiliki aksésrhadap

jalur prosedural yang lebih baik, PMI prosedural tetap menanggung biaya migrasi yang besar akibat
masih dominannya peran P3MI dalam proses penempatan dan belum optimalnya implenu#tasi
PerlindunganPMI. PMI nonprosedural hampir tidak dapat mengakses layaparindungan
sebelum bekerjasementara tidak ada upaygang seriusdari pemerintah atauornop untuk
membujukmerekaagarberalih ke jalur proseduraBerbagakondisi tersebut tidak menyurutkan
keingnan PMI untuk tetap bermigrasBagiperempuanpurnaPMI, programreintegrasi ekonomi
punbelum menjanjikan perbaikan kesejahteraan hagireka

Diperlukan upaya lebilbbesar untuk meningkatkan akses PMI terhadap layanan perlindungan
migrasi. Bagi PMI psedural, pemerintah perlu memastikan implementlléi Perlindungan PMI
dengan, antaraain, (i) mempercepat penerbitan aturan tekpiterutama terkait mekanisme
penghapusan biaya penempatan; (ii) mengoptimalkan peran dan jangkauan LTSA kepada calon PMI
untuk mengurangketergantunganmereka pada P3MI yang berkonsekuensi biaygigrasiyang
tinggi. Pengawasapemda terhadapP3MI harus ditingkatkan mengingdbminasi P3Mldalam
proses penempataPMIsehingga melemahkan upaya perlindungan PMI. Bagi PMI nonprosedural,
kolaborasi antara pemerintah di setiap lini damop, seperti praktik baik di wilayah MAMPgEerlu
dilakukan di wilayalgang didominadPMI dengamigrasi nonprosedural.Terakhir, untulemcegah
migrasiyangberulang diperlukan penguatan program reintegrasi ekonomi yang didukung dengan
rekapitulasi datgpurnaPMI untuk memastikan ketercakupan dan ketepatan sasaran program.
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Tema peningkatan status kesehatan dan gizi perempuardiri atas lima topik yaitu (i)
pemeriksaan kehamilafij) persalinan(iii) pemberian giZbagi baypleh perempuan melalui inisiasi
menyusui dini (IMD¥erta pemberian air susu ibu eksklusif (AS(&), penggunaan kontrasepsi
jangka panjangdan (v) deteksi dini kanker serviks dan payudara. Pada temasdrdapat tiga
kategori wilayah intervensi, yak(i) desa yang sedang diinterver(simpat desa) (ii) desa yang
pernah diintervensi{dua desa) dan (iii) desa yang tidak pernah diintervensi atau dikategorikan
sebagai wilayah neGMAMPU(sembilandesa) Kategorisasi ini didasarkan pada kondisi desa yang
sedang, pernah, atau tidak pernah mendaqzat intervensi dari mitra MAMPU terkait tema
kesehatan damgizi perempuan.

Pemeriksaan Kehamilan

Terdapat peningkatan persentasieu yang memeriksakan kehamilanya setidaknya empat kali

(K4). Pendorong utama perubahan dari sisi penyedia layanan adalah ketersediaan layanan yang
memadai dan sosialisasPemdes berperan besar dalam mendukung ketersediaan layanan,
terutama melalui pengalokasian Dana De8alan dan kadepos pelayanan terpaduyp¢syandi
berperan dalam menyosialisaan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rufari sisi
pengguna layanankeaktifan dalam kegiatan posyandu dan kelas ibu hamil turut mendorong
perempuan miskin untuk memeriksakan kehamilanagearadebih rutin

Persalinan

Baruada84% ibu yang melakukan persalinan dengan bantaaaga kesehatam@keg. Berbagai
perubahan padasisi penyedia layanabelum sepenuhnya memadalan mampu mendorong
peningkatanakses perempuamiskin terhadap layanan persalinamMeski terdapat perbaikan
infrastruktur layanan persalinan dan akses menuju faskeslah danpersebaran faskes untuk
layananpersalinan belum meratéSelain itu, ssialisasientang keberadaan layanan gratisituk
menunjang persalinan di faskesnasih terbatas.Dari sisi pengguna layanan, kendddaya
menghambatperempuan miskimintuk mengakses layanan persalinan di faskes.

Praktik Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif

Terjadi peningkatarpersentase ibu yang mempraktikkéD danpemberianASIE Persalinan di
faskes berperan penting dalam meningkatkan praktik INBEBmentara itu,kunjungan kader
posyandukerumahibu menyusuisepertiyang ditemukardi satudesa MAMP Wi Pangkepdan
satu desa noAMAMPU di Timor Tengah SelatanT T$ adalah upaya untuk memaksimalkan
pemberian ASIB-aktor pendukung laimya adalah sosialisasi tentang IMD dan ASIE oleh bidan
melalui keggiatan posyandu dan kelas ibu hanili satudesa MAMPUWi Pangkep, sosialisasi juga
dilakukan melalui kelas reproduksi.

Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang

Terdapatpenurunansebesab%jumlahperempuarmiskinyang menggunakan metode kontrasepsi
jangka panjang (MK)RDari sisi ketersediaan layanan, MKJP biasanya baru bisa diaksesati
kesehatan masyarakapskesmagsehinggaberkonsekuensi pada jarak dan biaya transpioari

sisi pengguna layanarkendala medis dan psikologis pada penggunaan MKJP mendorong

ilstilah untuk menyebut kunjungan keempat ke fasilitas kesehatan (faskes) untuk pemeriksaan kehamilan yang dilakukan
pada trimester Ill.
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perempuan miskiuntuk memilih kontrasepsi jangka pendek, termasuk beralih dari MiK3Rih
adanya kkeliruan pemahamamengenaiMKJP jenis susuk dan spijaba mengindikasikan
sosialisasyangbelumutuh.

Pemeriksaan Deteksi Kanker secara Dini

Terjadi peningkatanjumlah perempuan miskin yang melakukan tespeksi visual asam asetat
(IVA, pemeriksaan payudara send{gadar), dan pemeriksaan payudara klin{sadani} dengan
tren peningkatan yang lebih tinggi di desa MAMP¥rempuarmiskinyang aktif dalam kegiatan
kemasyarakatardan berada di wilayah intervensi memiliki akéeghadaplayanan deteksi dini
kanker yang lebih baik daripada perempuaiskinyang tidakmengikutikegiatankemasyarakatan
sama sekali daheradadi wilayah noAMAMPU .Perempuan yang mengakses layanan deteksi dini
kanker masih didominasi kelompok elitseperti kader posyandwan anggotakelompok
dampinganSementara ituperempuan miskin dular kelompokersebutmelakukan tes IVA karena
ada keluharataurujukandarinakes Berbagai pihakermasukanggota kelompok dampingan mitra
MAMPU telah berupaya memfasilitagietersediaan layanatdeteksi dini kankerkhususnya tes IVA
dan sadanis secara gratisNamun layanan inipada umumnyahanya tersedia di puskesmas.
Sosialisasimengenai kanker serviks dan payudaraga belum merata. Kurang terpaparnya
perempuan miskipadaisu ini menyebabkan terbataga pengetahuan merek&ebagai akibatnya
partisipasi mereka dalam melakukan detekskanker secaradini masih rendah Selain ity
belumadanyakeluhan kendala psikologis terkait proses pemeriksadam adanya larangan suami
menghambat perempuan miskimtuk melakukan pemeriksaaersebut

Rekomendasi

Terdapattiga langkah spesifik yang perlu diamioiituk meningkatkan status kesehatan dan gizi
perempuan vyaitu (i) penyusunankegiatan sosialisasyang lebih terencanadan melibatkan
multipihak (i) promosiupaya preventif terhadap praktik persaling@ang tidakaman dan (ii)
perluasarkegiatan pendampingan bagi perempuan misklpaya mengubah perilaku perempuan
miskinagarmau mengakses layanan kesehatan yang tersedia membutuhkan waktu, proses, dan
kegiatan yang berkelanjutan. Pendampingan kelompok bagi perempuan tgdaig berlangsung
bertahuntahun terbukti cukup mampu mendorong perubahan perilal®emerintah perlu
memperluasatau maeplikasikegiatan pendampingaeemacamini untuk menjangkau sebanyak
mungkin perempuan miskin di deddpaya ini bisa dilakukanelaluikerja sama dengaberbagai
ornopyangmenyediakarpendampingan kelompokagiperempuan miskin.

Swudi ini berfokuspadaakses perempuan miskin terhadap layanan pelapdakerasandalam

rumah tanggdKDRT). Mitra MAMPU yang teridentifikasi melakukan kegiatan terkait KDRT adalah
Sanggar Suara Perempuan (S8P)RANdonesia PEKKAdan Wisyiyah. Sebanyak 469 individu
perempuan berusid7¢40 tahun dan berstatus pernah menikah menjadi responden subDzata
kualitatif diperoleh melalui wawancara dauiskusi kelompok terfokus=GD di tingkat desadi
semua lokasi studPengumpulan informassecaramendalamdilakukan di TTS dan Cilacap melalui
wawancaradengankorban KDRT yang melapor serta aktor penyedia layanan pelaporan KDRT di
kedua wilayah yang dianggapendukungperilaku pelaporamleh perempuan miskin.
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Kondisi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Studi

Perempuan miskin di wilayah studi dapat mengidentifikasi serta mengelompokkan perilaku
kekerasan yang mereka ketahui atau mungkin terjadi di lingkungannya ke dalam empat jenis KDRT
sesuai dengan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Namumasil survei
menunjukkarmasih banyakyaresponden yantjdak mempermasalahkan KDRT. Responden survei
pada umumnyanenganggap kekerasan fisik yang dilakukaamisebagai upaya mendisiplinkan

istri; hal iniberkaitan denganperan siami sebagai kepala keluarggenurutnorma yang berlaku di
Indonesia. Persepsi responden terkait kekerasan $isdara umuntidak mengalami perubahan
dalamperiode 201¢2019

Perbandingan hasil survei studidlinedanendlinememperlihatkaradanyapeningkatan proporsi
responden yang mengalami KDRT. Hal ini sebaiknya tdalya dilihat sebagai indikasi
bertambahnya jumlah kasus KDRT di wilayah stei@ipi jugabisa diartikan sebagai meningkatnya
kepercayaan respondekepadatim peneliti sehingga merek mungkin lebih terbukadalam
menyampaikan KDRT yang dialaminya. Temuan survei juga memperlilpgttambahanjenis

KDRT yang dialami. Hal ini dapat berarti meningkatnya pemahaman resporetegenaijenis

KDRT atau meningkatnya keparahan KfbBifransformasi menjadiekerasan multidimensi. Studi

ini menemukan bahwa peningkatan jumlah kasus dan kompleksitas KDRT tidak selalu diiringi
dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang KDRT yang terjadi.

Akses Perempuan Miskin terhadap Layanan Pelaporan Kekerasan dalam Rumah
Tangga

Ketersediaan layanan pelaporan KDRT di wilayah studi tidak mengalami perusjhkstudi

midline Layanan pelaporan KDRT di wilayah studi terbagi ke dalam tiga kelompok berdasarkan
penyedia layanannya, yakni (iyéman pelaporan KDRT yang disediakan oleh individlay@ihan
pelaporan KDRT yanlisediakan oleh lembaga, dan (layanan pelaporan KDRT yatigediakan

oleh komunitas atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Studi ini menemukan bahwa kualitas
layananpelaporan KDRT yang tersedia di wilayah studi cukup bervariasi. Upaya perbaikan kualitas
layanan pelaporan KDRT di wilayah studi melalui kegiatan sosialisasiksdiriditakukan dengan
frekuensi dan cakupan peserta yang terbatas. Studi ini menemukanabalvempuan miskin
cenderung melaporkan KDRT kepada penyedia layanan pelaporan di tingkasejesd kepala

desa (kadesperangkatdesakepala dusun (kaduglkun tetanggaRT)/rukun warga RW), tokoh
masyarakat/adat/agama, kader LSM atau komunitas, biaan desa/puskesmas.

Alur proses pelaporan KDRiTkedua wilayah pendalaman (TTS dan Cilaoalp)if sama, kecuali
padaaspek pilihan aktor penyedia layanan pelapof@arempuan miskin tidak selalu melaporkan
KDRkepada pihakyang dianggap memilikiapasitas terbaik dalam menyelesaikan masalah KDRT.
Beberapa faktor lairseperti kemudahan akses dan kedekatan persdoalit menentukankepada

siapa perempuan miskin memilih melaporkan KDRT. Mediasi masih menjadi pilihan utama dalam
penanganan awgbelaporan KDRbaik di Cilacap maupun TT@eskipunupaya initidak selalu

efektif dalam mencegah terjadinya KDRT yiaagilang

Studi ini menemukan adanya hambatgang dialami perempuan miskitalam melaporkan KDRT,
baik KDRT yang menimpa orang lasupunyang menimpaliri sendiri. Hal ini terlihat dari tingkat
pelaporan pengandaian yang selalu lebih tinggripada tingkat pelaporan aktual. Faktor
penghambat pelaporan KDRT dari sisi perempuan miskimcakupbanyaknya konsekuensi yang
akan merekaerimajika melaporkan KDRT, kurangnya informnashgenalayanan pelaporan KDRT,
serta terbatasnya sumber dayeangmerekamiliki untuk mengakses layanan pelaporan KDRT di
luar desa.Faktor penghambatainnya adalatanggaparbahwa KDRmerupakanurusanpribadi
yangseharusnydidak dicampuri orang lain. Hambatan dari sisi aktor penyedia layanan pelaporan
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KDRTmencakupantara lain keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam menangani kasus
KDRT yang dilaporkan, keterbatasan kemampuan untuk menjangkau psaanmpiskin hingga
tingkat desa, serta kurangnya kegama dan koordinasi yang terstruktdr antara sesamaaktor
penyedia layanan pelaporan KDRT. Studi ini menemukan bahwa partisipasi perempuan miskin
dalam kegiatan kemasyarakatarerupakarfaktor pendorang perilaku pelaporan KDRPrtisipasi
tersebut berpotensi meningkatkan pengetahuan serta menambah kepercayaan diri dan jejaring
perempuan miskinKeberadaarsosialisasi mengenai KDRT dan layanan pelaporayeygtelah
dilakukan oleh berbagai pihaksepanang periode studi laselinemidline-endling juga turut
mendorong perilaku pelaporan KDRFaktor pendorong lainnya adalaketersediaan dan
keberagamarayanan pelaporan KDRIT seluruh wilayah studmeliputi layanan yang disediakan
olehindividu, lembaga, komunitas, maupun L$ddatingkat desa hinggkabupaten

Rekomendasi

Studi ini merekomendasikan tiga pendekatan utama untuk mendorong perilaku pelaporan KDRT
oleh perempuan miskinyaitu (i) peningkatan akses terhadap layanan pelaporan KGRT,
peningkatan kesadaran akan hkaéik perlindungan dalam KDRT, d@éhpeningkatan pengetahuan

serta kemampuan para aktor penyedia layanan pelaporan KDRT.

Peran Pemangku Kepentingan dalam Meningkatkan Akses Perempuan Miskin
terhadap Layanan Publik

Kolaborasi antar®emerintahPusatdan penda sertapemangku kepentingan lgiseperi ornop dan
perempuan miskindibutuhkan untuk meningkatkan akses perempuan miskin terhadap layanan publik
pada lima tema penghidupan. Pemerintabrbukti telah melakukanberbagai upaya untuk
meningkatkan akses perempuan miskin terhadap layanan putdilaupun masih belum optimal.
Selagai contoh, pemberian jaminan sosiatenagakerjaakepadapekerja rumahamasihterkendala
masalah iuraryang menyebabkamereka tidak lagi mendapatkan perlindungan sdsttnagakerjaan
Situasi semacam ini menggambarkan perlunya kolabantsipemangku kepentingan untuk mencapai
tujuan pemerataan akses terhadap layanan puBéntukbentuk kolaborasi tersebut sudah terlihat di
semuawilayah studi pada beberapa tema penghidupareskipun masitierdapatbeberapa kendala.
Sebagai contoh, koribusi pemdadalam menanggung iuran JKN memunculkan ksajaa antara
pemdes dan kader mitra MAMPU di daerah, seperti PEKIKAIt upaya peningkatan kepesertaan JKN.
Akan tetapi, faktoffaktor, seperti kondisi insfrastruktur desmasih menghambat perenaan miskin
dalam mengakses layanan kesehatenganmenggunakan JKN.

Selainadanyakolaborasi pada upayaeningkatanakses perempuan miskin terhadap layanan
umumdengan menjamitketersediaan layanamda pulakolaboraspadaupayauntuk mendorong

perilaku perempuan miskin dalam mengakses layanan. Sebagai contoh, kolaborasi antara
LISNBY LIzt y YAALAYZ Wl AdadAiel KI &tuymedi®atkaakses] S& SK I
LJ Rl &aAaA (SGSNESRAIFFY fFe&lyly RI Yy BaasShinan 1 dz YS
WY! A a@3hedhanfbidan desa mengusulkan pengadaan layanan tes IVA gratis meisyaiwarah
perencanaan pembangunan desmusrenbangdesdi Desa L. Usulan tersebut diterima dan
pengelolaannya diserahkan p@dabidan desa. Akan tetapi, pemintgs IVA masih sangat sedikit.
{Sot3AALY LISYAYyFd G§Sa L+x! GSNHIFodzy3d REfTIY (1St2Y
reproduksi. Mereka turut mengajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perempuan lain

untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemeshqan kesehatan reproduksi gratis tersebupaya
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semacam ini tidak dapat berjalan tanpa dukungan pemdes. Oleh karena itu, peran pemdes perlu
mendapatkan perhatian khusus agar dapat menjadi bagian pedélanupaya peningkatan akses
perempuan miskin terddap layanan umum.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perubahan Akses Perempuan Miskin terhadap
Layanan Publik

Hasil sudi ini menunjukkanadanyatiga faktor yangmendukung perubahan akses perempuan
miskin terhadap layanan publilpada lima tema penghidupan, yaitii) komitmen pemangku
kepentingan, (ii) kegiatan penyuluhan/sosialisasi, ddii) aksi kolektif. Komitmen pemangku
kepentingan pada umumnyamendorong peningkatan akses dsasisi ketersediaan layanan,
sedangkan kegiatan sw@lisasi dan aksi kolektif cenderung berfungsi sebagai pemicu terjadinya
perubahan perilaku perempuan miskin dalam mengakses layanan. Komitmen pemangku
kepentingan seperti Pemerintah Pusgpemda pemdes dan mitra MAMPU, cukup terlihat pada

lima tema p@ghidupan di wilayah studi. Sebagai contBlemerintah Pusadan pemdaberupaya
meningkatkan akses masyarakat terhadap JKN dengan menambah kuota peserta. Selain komitmen
pemangku kepentingan, kegiatan sosialisasi juga mendorong peningkatan akses peremgkian
terhadap layanan publik. Pada tema pengurangan KDRT terhadap perempuan, sosialisasi berperan
sebagai salah satu sumber informaséngenaijenis dan penanganan KDRT di ddeaa studi.
Apabila informasi ini disampaikan secara konsisten dan tepagnmanan dapatmenentukan
apakahkejadianyang mereka atau kerabat mereka alami adalah KDRT dan bagaimana mereka
merespons KDRT di sekitar mereka.

Upaya peningkatan akses perempuan miskin terhadap layanan publik juga menghadapi beberapa
kendala.Studi inimenemukantiga faktor penghambat perubahan akses perempuan miskin, yaitu
keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang penggunaan layanan, norma sosial, dan
kurangnya cakupan layanaudi ini menemukan bahwarendahnya pengetahuan mengenai
persyaratan darprosedur pendaftarammerupakanalasan utamgerempuan miskin tidak memiliki

JKN Kekurangan informasiersebut membatasi akses mereka untuk mendapatkan jaminan
kesehatan hal ini pada akhirnya memperkecil peluangnereka untuk menggunakan layanan
kesehatan.Pada kelompok PPR, anggapan bahwa perlindungan sosial tenaga kerja terlalu muluk
menghambat mereka untuk mendapat layanan perlindungan. Selain iurannya memberatkan, mereka
menganggap mempunyai jaminan sosial aatebuah "kemewahan". Bagi mereka, jaminan sosial
adalah untuk karyawan/pekerjain seperti pekerjgabrik, bukan pekerja rumahaRada layanan
pelaporan KDRT, norma sosial berupa anggapan bahwa masalah KDRT merupakaibeaigéing
seharusnydidak diceritakan k@adacatau dicampuri oleforang lain menekan upaya perempuan
miskin untuk melaporkan kejadian KDKTOrangnya cakupan layanan juga terbuk&nghambat
perubahan akses perempuan miskin. Sebagai contoh, tidak semua fasilitas kesehatan memyediaka
layanan kontrasepsi dan deteksi kankecara diniHal ini menghambat perempuan miskin dalam
mengaksefayanan tersebut karena mereka harus mengunjungi fasilitas kesehatan tertentu.

Secara umum, upaya peningkatan akses perempuan miskin terhadaprgyanigkpadalima tema
penghidupan harus dilakukan dari dua sisi, yaitu ketersediaan layanan dan perubahan perilaku
perempuan miskin. Upaya peningkatan ketersediaan layanan terbukti dapat dilakukan dengan
menambah jumlah danakupanayananPerubahan peitaku perempuan miskin dalam mengakses
layanan dapatlicapai melalukegiatan penyuluhan/sosialisasi. Meskipun demikian, fakd&tor
penghambat perubahan akses, seperti keterbatasan pengetahuan dan kurangnya cakupan layanan
perlu mendapatan perhatian kusus dari para pemangku kepentingan. Apabila fakdktor
penghambat ini tidaldiatasj upaya peningkatan akses yang selama ini dilakgkaaragencar
akanmenjadisiassig, dan upaya peningkatan kesejahteragerempuan miskirekan makin sulit
dilakukan.
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PENDAHULUAN

Perempuan miskin menghadapi berbagai tantangan yang mempersulit mereka untuk keluar dari
kemiskinan. Perempuan miskin yang bekerja sebagai pekerja rumahan, misalnya, merupakan salah
satu contoh dari hal ini pada aspek ketenagakerjaan. Sebagian besar nidedkenendapatkan
fasilitas tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan dari pemberi Kegjayis dan Warda, 2019:

18). Tidak hanya pada perempuan pekerja rumahan, tantangan dhkdrketenagakerjaan juga
dialami perempuan miskin yamgerupakarpekerjamigranindonesia (PMIPerempuan PMI masih
menghadapkesulitanuntuk mendapatkan perlindungaatashakhaknya, di antaranyshakuntuk
berkomunikasi dengan keluardblutagalung dan Indrio, 2019: 18olapola permasalahan yang
dihadapi perempuan miskin ini merupakan cerminan keterbatasan akses mereka terhadap layanan
perlindungan sosial tenaga kerja.

Tidak hanya pada aspek ketenagakerjaan, dua akgiekyaitu kesehatan dan keamanan, juga
menunjukkan hal serupa. Selama beberapa tahun terakhir, perempuan miskin masih mengalami
kesulitan dalam mengakses berbagai layanan puldiknasuklayanan kesehatarDalam hal ini,
salah satu faktor kuncinya adalah asuransigmpuan dari keluarga miskin membutuhkan asuransi
kesehatan agabisa mengakses layanan kesehatan dengan mudémnyataannyasekitar 29%
keluarga miskin masih belum terdaftar (dengan kata léelum terlindungi) dalam Program
Jaminan Kesehatan NasiorfdKN dan Program Kartu Indonesia Seh&ity(pada 2017, meskipun
tren pendaftaran kepesertaan JKNS meningkat tiap tahun sejak 20{wWidyaningsih dan
Kusumawardhani2019: 19)Kemudian, dri sisi kesehatan ibu, akses perempuan miskin terhadap
pelayanan persalinan oleh tenaga medis masih belum medataakses mereka terhaddpyanan
deteksi dini kanker masih sangat rend@tidyaningsih, Elmira, dan Prasetyo, 2019: 17)

Demikian pula halnydenganaspek keamanan. Kendati hak untuk merasa aman merupakan salah
satu hak asasi manusia, kenyataan berbicara lain. Pada 2016, satu dari setiap tiga perempuan
berusia 1§64 tahun di Indonesia mengalami kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual oleh
pasangar{BadanPusatQatistik, 2017: 1)

Temuantemuan tersebut sejalan dengan beberapa studi yang menyatakan batakaes
perempuan terutama mereka yang miskiterhadap berbagai dimensi pelayanan publik tidaklah
merata (Holmes dan Scott, 2016: 33; Cameron, 2019P#)ybaikan akses perempuan terhadap
perlindungan sosial, pekerjaan (baik di dalam maupun luar negeri), kesehatan, dan perlindungan
dari kekerasan penting untuk dilakukan karena dapat mengakibatkan perubahan signifikan pada
kehidupan perempuafCameron, 2019: 9)

Selama beberapa dekade terakhRrogram lémitraan Australidndonesia untuk Kesetaraan
Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMEIAh memusatkan perhatiapadaintervensi
terhadap perempuan miskin dan organisasi peremp(raitra MAMPU yang bergerak di bidang
pemberdayaan perempuan, termasuk perempuan miskin. Program MAMPU bertujuan
memperbaiki akses perempuan miskin terhadap layanan publik padatemekerjaberikut, yaitu

(i) akses perempuan miskin terhadap program perlindungan sosial, (ii) akses perempuan miskin
pekerja rumahan terhadap perlindungan sosial tenaga kerja, (iii) akses perempuan buruh migran
luar negeri terhadap perlindungaketenagakerjaan(iv) peningkatan status kesehatan dan gizi
perempuan, dan (v) pengurangan kekerasan terhadap perempuan.
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Untukmendokumentasikan pencapaian tujuan jangka panjanghymramMAMPUbekerja sama
denganThe SMERU Research Institdédam melakukapenelitianlongitudinal selama enam tahun
(2014;2020) Studi ini adalah studendline dari studi longitudinaltersebut yang mengamati
perubahan pada kehidupan perempuan miskin sejak shidiine2017, terutamadalam halakses
mereka terhadap layanan dasar publilengan menggunakan pendekatanixedmethods studi

ini menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif dalam melihat perubahan yang terjadi. Data
kuantitatif yang dibandingkan antarperiode akan mampu menangkap perubahan kondisi
perempuan miskin dalam meakses layanan dasar publik. Sementara itu, data kualitatif yang
dikumpulkan akan mampu menjelaskan proses terjadinya perubahan pada akses tersebut. Secara
keseluruhan studi ini diharapkardapat memberikan gambaran menyeluruh terkait perubahan
akses perermpuan miskin terhadap layanan publik sepanjang 2@079.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan penelitian berikut

a) Bagaimana perubahan akses perempuan miskin terhadap pelayanan publik sejak 2017 sampai
sekarang?

(1) Bagaimana perubahan ketersediaasuggply layanan publik? Oilihat dari aspek
infrastruktur, penyedialayanandanmekanisme pelayanaraik secar&kuantitasmaupun
kualitas]

(2) Bagaimana perubahan perilaku perempuan miskien{ang dalam mengaksekyanan
publik?

b) Bagaimana proses terjadinya perubahan ketersediaan layanarkuiali perilaku perempuan
miskin dalam mengakses layanaublik selamalimatahun terakhir?

(1) Faktorfaktor apa yang memengaruhi perubahan dan bagaimana peranan tiap faktor?
[Faktor dapat meliputiaksi kolektif, perubahartreén ataupunguncangai lingkungandan
kebijakanataupunprogram pemerintah

(2) Siapa saja aktor yang memengaruhi perubahan dan bagaimana peranan setiap aktor?

Dengan lima tema kerja MAMPU sebagai kerang&sarnya sudi endline ini mencurahkan
perhatian yang lebilmendalampadatopik-topik:

a) perubahan kepesertaan perempuan miskin dalam-BK®dan pemanfaatan layanan kesehatan
denganmenggunakan JKkKIS(kkerangkaTema 1)

b) perubahan kondisi kerja dan peralihiarja perempuan pekerja rumahgkerangka: Tema 2)

c) perubahan akses perempuan PMI terhadap layanan migrasi aman, terutama faktor pendorong
penentuan jalur keberangkatgikerangka: Tema 3)

d) perubahan perilaku dalam memeriksakan kehamilan, bersakémprakikkaninisiasimenyusui
dini (IMD) dan ASI eksklusif, menggunakan kontrasepsi, dan memeriksakan kesehatan
reproduksi(kerangka: Tema 4jlan

e) perubahan perilaku melapodan layanan pelaporan korban kekerasan dalam rumah tangga
(KDRTlkerangka: Tema 5)




1.3.1 Lokasi Studi

Studiendlinedilakukan di wilayah yang sama dengaitayah studi baselinedan midline Lokasi
penelitian terdiriataslima kabupaten yang tersebar di lima kelompok besar kepulauan di Indonesia
Untuk uraian terperinci mengenaietode pemilihan wilayahjHat Rahmithaet al. (2016: 1%16).
Pemilihan wilayah studii dirancang untuk memberikan variasi regional, yaitu menggambarkan
keragaman kondisi saiekonomi yang terjadi di Indonesia. Lima kabupaten terpilih diharapkan
dapatmenggambarkan variasi dari lima pulau atau kelompok pulau di Indonesia: Sumatra, Jawa,
Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tengga®elain itu, pemilihan kabupaten studi juga
memperhitungkan tingkat kemiskinan yang relatif tinggdatingkat nasional maupuprovinsi,
representasi wilayah yang memiliki permasalahan terkait lima téidangkerja MAMPU, dan
representasi wilayah kerja mitra MAMPU. Pendalaman kualitatif tiap tema hanya dilakukan pada
dua kabupaten terpilih dengan mempertimbangkan temuan survelugkga, meskipun
pengumpulan informasi dasar kualitatif tetap dilakukan di seluruh lokasi $tedncian lokasi studi
dapat dilihatpadaGambarl.
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Gambar 1. Lokasi studi

1.3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua metode, yakni metode kuantitatif dan kualitatif, agar seluruh
pertanyaan penelitian dapat terjawab dengan baik (lihat pertanyaan penelitian pada Hagisam

Stud). Sebagai contoh, metode kualitatif digunakan untuk menangkap proses perubahan akses
perempuan miskin terhadap layanan publik. Proses perubahan diidestifikelalui penelusuran

aktor dan faktor yang berkontribusi terhadap perubahdPenelusuran ini juga bertujuan
mengetahui mekanisme kontribusi aktor dan faktor terhadap perubahansebut Selain itu,
metode kualitatif digunakan untuk melihat perubahketersediaan layanan publi8ementara ity
metode kuantitatifdigunakan untuk mengidentifikasi perubahan perilaku perempuan miskin.

Pengumpulan data untuk kedua metode dilakukan secara bertahap sebanyak du8ukedii
keluarga dilakukan pada Novembed1® dan diikuti dengan pengumpulan data kualitatif pada
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Februari 2020 Hasil pengolahan data survei keluarga digunakan untuk menyusun instrumen
kualitatif. Kemudian tim peneliti kualitatif mengumpulkan data dan melakukan pendalaman
informasiberdasarkaneémuan survei keluarga. Hasil pengumpulan datagmenggunakan kedua
metode akan menangkap perubahan yang dialami perempuan miskin dalam mengakses layanan
publik selama dua tahun terakhir serta faktor dan aktor yang menyebabkan perubahan tersebut.

a) Metode Kuantitatif

Unit sampel utama pada studi ini adalah keluarga miskin. Penentuan kriteria kesejahteraan sudah
disesuaikan dengan konteks lokal melaligkusi kelompok terfokug~GD) yang dilakukgrada
studibaseline2014.Untuk uraian terperinci mengenai penentuan keluarga sampel pada 2014, lihat
Rahmithaet al. (2016: 1%18). Pada studi ini, anggota keluargaencakupayah, ibu, anak yang
belummenikah anak yang sudaberstatusjanda/duda, cucu, orang tua, mertudankerabat lain

yang menjadi tanggungan kepala keluarga. Dengan demildfinisi keluarga pada studi ini
berbeda dengamlefinisirumah tangga Keluarga pada studi ini terdatastiga jenis:(i) keluarga

induk, yaitukeluarga miskin yandidata pada sudi baselne MAMPU 2014 (ii) keluarga pecahan
yaitukeluarga baru hasgiemekaran keluarga indukan (iikeluarga penggantiaitukeluarga dari

daftar keluarga miskin yang diperolphda sudi baselineMAMPU 2014.

Karena studi ini menggunakan pendekatangitudinal? proses pelacakan dilakukan terhadap
keluarga induk/pengganti yang pindatomisili dalam wilayah desa studi dan/atau mengalami
pemekarai. Untuk menjaga jumlah sampel, studi ini menerapkan konsep keluarga pengganti.
Keluarga pengganti dipilidari daftar keluarga miskin jika ada keluarga yang pindiatnisili ke
lokasi selain desa studi, menolak diwawancarai, atau tidak dapat diteefarmaperiode survei.
Daftar keluarga miskin adalah daftgng berisikan namaamakeluarga miskin yang tida&rpilih
sebagabampel pada tiga studi sebelumnya. Metat®wballdigunakan ketik@emua nama pada
daftar keluarga miskitelah terpilih; metode ini digunakadengan memperhatikan informasi dari
aparat desa dan tokoh masyarakat sesuai kriteria pembentukan daftar keluarga miskistymida
baselineMAMPU.

Pendataan keluarga pada stustdlinemencapai 1.732 keluarga yang mencakup 6.138 anggota
keluarga yang tesebardi 15 desa studi. Dajumlahtersebut, 1.321 keluarga merupakan keluarga
induk, kemudian berturutturut 216 keluarga pecahadan 195 keluarga pengganti. Tingkat
kesuksesan pelacakan pada staddlinemencapai90,6% darjumlahkeluarga yang didatpada
studi midline MAMPU 2017atau sekitar 87% dapamlahkeluarga yang didatpada sudi baseline
MAMPU 2014. Profil singkat sampel studi ini dapat dilihat aaiabar2.

IRumahtangga adalalseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan
biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari sadd&gubahwa kebutuhan sehari
hari dipenuhi secara bersama sebagai satu kesatuan.

2Mendatangi kembali keluarga yang telah didata pada saat stidline MAMPU untuk pembaruan data.

3 Pemekaran berarti terpisahnya anggota keluarga karena pernikahan/peanergng kemudian diikuti dengan
terbentuknya keluarga baru dari unit keluarga yang sebelumnya terdata pada studline MAMPU. Studi ini
YSy3I3dzyl 1y AadAtl K al1Stdz NEIFI LISOFKFyé dzyidzl YSyeSodz

4 ]

18t dz



3.180 2.958

Perempuan LakHaki
O
783 890
Berusiadg14 tahun Berusiad¢l4tahun
L 333 6.138
Individu
1.991;“ ,“ 1.811
Berusial5¢59 tahun Berusial5¢59 tahun
(] (]
a0 g | LI 257
Berusisb0tahun ke atas | | Berusisb0tahun ke atas
s . |
[ ]
AR, 1.321 216 Y 195
Keluarganduk Keluarggecahan \[ Keluarggpengganti

Gambar 2. Profil sampel studi endline

Pengumpulan data pada survei keluarga menggunakan bantuan kues{olesioner inierdiri atas
11 babdanmerupakan pengembangan dari kuesioner yang digunakan ggadiemidline MAMPU.
Perincian kuesionedapat dilihat padarabell.

Tabel 1. Perincian Kuesioner Studi Endline

Judul Deskripsi Tingkat
Bab P Pengamatan
E Keterangan tentang keluarga yang akan menjadi sampel Keluarga
S Keterangan lokasi responden Keluarga
R Keterangan dasar mengenai anggota keluarga, seperti usia, jenis kelamin, Individu
dan pendidikan
W Informasi mengenai detail pekerjaan, seperti lapangan usaha, status Individu
pekerjaan, dan metode pengupahan
Informasi mengenai migrasi anggota keluarga yang sedang bermigrasi Individu
N Informasi mengenai migrasi luar negeri anggota keluarga yang pernah bekerja  Individu

di luar negeri sejak 2004 dan telah pulang ke Indonesia; baru ditambahkan
pada studi endline MAMPU

| Informasi mengenai kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi; ditanyakan Individu
kepada perempuan berusia 6i 49 tahun yang pernah hamil?

F Informasi mengenai partisipasi sosial anggota keluarga perempuan berusia Individu
1571 40 tahun dalam kegiatan kemasyarakatan

V Informasi mengenai persepsi anggota keluarga perempuan berusia 151 40 Individu
tahun yang pernah menikah tentang kejadian dan pelaporan KDRT

H Karakteristik dasar keluarga, seperti konsumsi, pinjaman, aset, dan akses Keluarga
terhadap program pemerintah

K Informasi mengenai kesehatan, kepemilikan asuransi kesehatan, dan Keluarga
pemanfaatan asuransi kesehatan

aPada kenyataannya, perempuan termuda yang pernah hamil pada studi ini berusia 14 tahun.




b) Metode Kualitatif

Metode kualitatif dalanstudi ini bertujuan mengumpulkan dua jenis informasiormasi dasar dan
informasipendalaman studi kasus. Informasi dasar meliputi informasi umum tentang lima tema
kerjaMAMPUdi wilayah studi, seperti tren/kondisi perubahan, faktor dan aktor yang meaeitg
perubahan, dan upaya perempuan untuk memengaruhi perubahan tersebut. Pengumpulan
informasi dasar dilakukan di semua wilayah studin&gara itu,informasi pendalaman mencakup
informasi khusus terkait tema kerfdAMPUyang menjadi fokus pada satu sayhh studi (lihat
Gambarl). Masingmasing informasi digali berdasarkan dua tingkatamgkat kabupaten dan
tingkat desa. Metode yang digunakan untuk mggali informasi dasar adalah wawancara
mendalam danFGD. Informan/responden wawancara mendalam dan FGD mencakup beberapa
elemen masyarakat, seperti aparat desa, mitra MAMPU di dadestaga kesehatan dousat
kesehatan masyarak#puskesmal tokohmasyarakat, dan perempuan miskin. Perincian kriteria
informan/responden untuk setiap tema kerja tersedia pdddoel A di bagianLampiran

1.3.3 Analisis Data

Untuk mengidentifikasi perubahan akses perempuan miskin terhadap layanan publik, studi ini
menggunakan kerangka analisis utama yang tersaji d&ambar3. Analisis perubahan akses
perempuan miskin terhadap layanan publik yang menjadi tujuan utama studi ini dilakukan dengan
fokus pada dua komponen besar, yaitu ketersediaan layanan publik dan perilaku perempuan miskin
dalam mengakses layanan publik. Analiggrubahan akses perempuan miskin terhadap layanan
publik dilakukan dengan membandingkan kondisi antara diesa yang pernah atau masih
mendapat intervensi mitra MAMPU dan dedesa yang tidak pernah diintervensi mitra MAMPU.
Aktor dan faktor yang mendong atau menghambat perubahan ini ditelusuri lelbiiendalam

untuk melihat bagaimana mekanisme interaksi antara aktor dan faktor memengaruhi perubahan
tersebut.
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Gambar 3. Kerangka analisis




Teknik analisis kuantitatif yamdjgunakan dalam studi ini adalah analisis deskriptif dan analisis
inferensial sederhana. Analisis deskriptif digunakan untuk melihat perilaku perempuan miskin
dalam mengakses layanan publik, sedangkan analisis inferensial sederhana digunakan untuk
meninjauperbandingan antar dua titik waktu(2017 dan 201pdan antaradua kelompok, yaitu
kelompok di wilayah yang pernah atau masih diintervensi mitra MAMPU dan kelompok di wilayah
yang tidak pernah diintervensi mitra MAMPU.

Studi ini menggunakan dua teknik analisis kualita@fitu analisis perbandingan dan tresan
analisis prosesacing. Analisis perbandingan dan tren dilakukan dengan menyusun matakaui
penyesuaiarindikatorindikator spesifik tiap tema kerja. Maks ini kemudian digunakan untuk
menemukan faktor dan aktor yang menghambat atau mendukung proses perubahan. Analisis
prosestracing dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab perubahan dan mendalami proses
perubahan secara kronologis. Kedua jenis anatistigunakan untuk melihat perbandingan antara
dua kelompok, yaitu kelompok di wilayah yang pernah atau masih diintervensi mitra MAMPU dan
kelompok di wilayah yang tidak pernah diintervensi mitra MAMPU selama periode 2019.

Laporan ini terdiratasdelapan bab utama. Bdtberisi latar belakangan metodologi studi. Ball
menganalisis akses perempuan miskin terhadap B&NIll membahas sejauh manaerubahan
akses perempuan miskin pekerja rumahan terhageplindungan sosial tenaga kerjBab IV
melihat akses perempuan PMérhadap jalur prosedural dan layanan migrasi amdab V
membahas perubahan akses perempuan miskin terhadap layanan kesehatan dan gizi pefempuan
fokusya adalahisu kesehatan ibu dan gizi serta isu kesehatan reproduksiVBaiemaparkan
perkembangan perilaku perempuan miskin dalam melaporkan kejadian KDR/ll lBaaparkan
sintesis perubahan akses perempuan miskin terhadap layanan publik pada lima tema penghidupan




PERLINDUNGAN SOSIAL BIDANG
KESEHATAN BAGI KELUARGA
PEREMPUAN MISKIN

2.1.1 Ruang Lingkup Studi

Salah satu tema studi Program MAMPU adalah akses perempuan miskin terhadap program
perlindungan sosial di Indonesia. Jika sto@éelinedan midline dilakukan untuk melihat kondisi

awal dan perubahan pada berbagai layanan perlindungan sosial, stadtieendline pada 2019,
difokuskan pada layanan perlindungan kesehatan, dalam hal ini Program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN). Program JKN dipilih sebagai fokus karena pemerintah telah berkomitmen untuk
mencapai target jaminan kesehatan semestaiyersal healtttoveragé pada akhi2019.

Program JKN mulai berlaku pada 2014 setelah perusahaan penyedia jaminan kesehatan selesai
bertransformasi menjadBadan Penyelenggara Jaminan Sosial jBRekehatansesuaidengan
ketentuanUndangUndang(UU) No. 2d&lahun 201tentang BPJS. Berdasarkan UU terselamuz
penduduk Indonesia wajib menjadi peserta JKtapun kepesertaadkKN penggolongannydapat
dibagike dalam dua kelompokbesar,yaitu penerimabantuaniuran (PBI) darbukan penerima
bantuaniuran (non-PBIY:

Peserta JKN PBI adalah pesgudag tergolondakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya
dibayai pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh UU Sistem Jaminan Sosial N&sional.
Sementara itu, peserta JKN nBBl adalah peserta yang iurannya tidakagidi pemerintah,
melainkan dibiayai oleh dana pribadi dan/atau perusahaan tenpgaerta bekerja. Peserta JKN
non-PBI terdiri atagi) pekerja penerima upah (PPU) dan anggota keluargafiypekerja bukan
penerima upah (PBPU) dan anggota keluargaman (i) bukan pekerja (BP) dan anggota
keluarganya

Salah satu upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan kepesertaan JKN adalah diterbitkannya
Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pasal 12 Perpres
tersebut menyatakan Hava penduduk yang belum terdaftar dapat didaftarkan pada BPJS
Kesehatan oleh pemerintah daerah (pemda), baik provinsi atau kabupaten/kota. Kemudian, pada
Pasal 28 ayat (2) dijelaskan bahwa iuran penduduk yang didaftarkan oleh pemda bersumber dari
AnggararPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan status peserta JKN PBI.

Menurut laporan pengelolaan program dan laporan keuangan jaminan sosial kesehatan tahun
2018, cakupan kepesertaan meningkat 10,68% da&7.982.949 jiwa pada 2017 menjadi
208.054.199 jiwpada 2018Diharapkan bahwpada 2019kepesertaan program ini bisa mencapai
257,5 juta jiwa untuk mencapai target cakupan kepesertaan semesta.

Berdasarkan studimidline MAMPU, keluarga miskin di wilayah studi yang menjadi peserta JKN
meningkat dari 63%ada 2014 menjadi 71% pada 20P&ningkatan kepesertaan ini juga diikuti
dengan peningkatan pemanfaatan, walaupun tidak signifikeidyaningsih dan Kusumawardhani,

4Untuk definispeserta JKN PBI dan Jikdh-PBI, lihat <www.bpjkesehatan.go.id>.
5UU Republik Indonesia NéO Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

8 ]




2019) Studi endline MAMPU pada 2019 bertujuammelihat perubahan kepesertaan dan
pemarfaatan JKN oleh perempuan miskin selama 2@079dengan menganalisis setiap aktor dan
faktor pendorong yang berperan dalam meningkatkan kepesertaan dan pemanfaatan JKN sejak
2017 (midline. Selain itu, studi ini juga membahas aktor dan faktor penghambaty menjadi
kendala bagi masyarakat dalam mengakses kepesertaan dan pemanfaatan JKN.

2.1.2 Metodologi

Survei pada studéndlineini mendata 1.732 keluarga miskin. Pada analisis perlindungan sosial,
keluarga dibagi menjadi tiga kelompok wilayah intervensiniyak

a) enam desa yang sedang diintervensi o¥dyasarBina Keterampilan Pedesaan Indonesia
(BITRAIndonesia di KabupatenDeli Serdang (Desa A ddéesaB) serta‘Risyiyah di
KabupaterCilacap (Desa D) dan Kabupaten Pangkep (Desa J, Desa K, dan Desa L);

b) duadesa yang pernah diintervenBemberdayaan Perempuan Kepala KelugREKKAdI
Kabupaten Kubu Raya (Desa G dan Desa H);

c) dan tujuh desa yang tidak pernah diintervensi mitra MAMPU ydikgtegorikan sebagai
wilayah noaMAMPU.

Kategorisasi ini didasarkangekondisi desa yang sedang, pernah, atau tidak pernah meridapat
intervensi dari mitra MAMPU terkait tema perlindungan sosial, baik sebagai fokus utama intervensi
maupunbukan.Sebagai gmbaran umumsampel keluarga secara keseluruhan terdiri atas kgkar

yang dikepalai lakaki (KKL) sebesar 70,55% dan keluarga yang dikepalai perempuan (KKP) sebesar
29,45%. Usia mayoritas kepala keluarga adalah 45 tahun ke atas (60,4%), dengan distribusi usia
mayoritas KKL pada kisaran¢88 tahun dan mayoritas KKP atas 54 tahunSecara ata-rata,

kepala keluarga memiliki pendidikan tertinggD/sederajat (57,7%). Sebagian besar keluarga
memiliki anggota 43 orang (54%) dancé orang (41,2%)Y3ambar A di Lampiran).

Studi kualitatif dimulai dengan pengumpulan informasi umum melalui diskusi kelompok terfokus
(FGD) bersama perempuan pemilik kartu JKN yang dilanjutkan dengan wawpedeanan.
Lokasi wilayalpendalamandipilih berdasarkan temuan kuantitatif dengan kritebahwaterjadi
peningkatan jumlah peserta JKN secara signifikan dan peningkatan tedidbrdng oleh, antara

lain, aksi kolektif.

Aksi kolektif perempuan didefinisikan sebagai pembentukalompok/jaringan yang bersifat
formal/informal dan secara sadar bekerja bersarsama dengan tujuan menciptakan perubahan
positif bagi kehidupan perempuafMigunani, 2017) Dalam studi ini, keberadaan aksi kolektif
diidentifikas dari pengakuan responden yang terlibat dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan
oleh lembaga atau kelompok untuk mendapatkan akses JKN.

Kabupaten yang menjadi lokapendalamaninformasi adalah Deli Serdang dan Kubu Raya.
Wawancargpendalanan dilakukan dengan informan pengguna manfaat JKN yang dipilih dari KKL
dan KKP. Penggalian informasi kemudian dilanjutkan ke -aktor yang berperan, di antaranya
kader dan pejabat di desa, mtkeshatanmasg/arakat (puskesmasyrganisasi mitra MAMPUad

dinas terkait di kabupaten




2.2.1 Kepesertaan JKN Tahun 2017 dan 2019

Secara umum, hasil survei menunjukkan peningkatan kepesertaan JKN sejak 2017 hingga 2019.
Peningkatan tersebut dapat dilihat dari menurunnya persentase kedugaigg tidak memiliki JKN.
Persentase keluarga tanpa JKN pada 2017 adalah 29,7%, dan pada 2019 turun menjadi 19,4%.
Penurunan ini terjadi di semua wilayah studi. Jika dilihat dari jenis kepemilikan JKN, yaitu PBI dan
non-PBI, kepesertaan JKN PBI meninglai 64,5% (2017) menjadi 72,6% (2019), dan kepesertaan
JKN norPBI naik dari 5,9% (2017) menjadi 8% (2019). Secara keseluruhan, peningkatan peserta JKN
PBI lebih tinggi daripada peserta JKN-/B1. Pola yang sama terjadi di setiap kelompok wilayah
(Gambar4).
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Gambar 4. Kepesertaan JKN tahun 2017 dan 2019

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

Tidak ditemukan perbedaan kepesertaan JKN yang signifikan secara statistik antara KKP dan KKL
pada keluarga miskin di wilayah stu@ileh karena itu, analisis berikutnya tidak membandingkan
antara KKRdan KKL GambarA2 di Lampirar). Studi kualitatif juga menemukan tidak agya
perbedaan perlakuan antara K&n KKLketikamengakses kepesertaan JKN.

Penyebab peningkatan kepesertaan JKN kemudian dipilah $emiden jenisnya, yaitu PBI dan ron

PBI, dengan melihat perubahan pada sgpply dan demand Untuk peserta JKN nePBl,
peningkatan tampaknya lebih dipengaruhi oleh sigiply yaitu keaktifan BPJS Kesehatan dengan
d0NI 0S3IA aeS Y Lldzipendaftairah pederta mandii.ySEddaitontoh, di Kabupaten
Deli Serdang, BPJS Kesehatan mengoperasikan mobil BPJS Kesehatan yang secara berkala membuka
pendaftaran di area puskesmas. Sementara itu, di Kabupaten Kubu Raya, BPJS Kessbkitan
sejumlah oang untuk menjadi kader BPJS Kesehatan yang bertugas mencari orang/keluarga yang
belum memiliki kartu JKN untuk didaftarkan sebagai peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU). Pada s#mand tidak terjadi banyak perubahan jika dibandingkdengansituasi pada

saat studi midline Peningkatan kepesertaan JKé&tap lebih besar didorong oleh kebutuhan
mendesak untuk mengakses layanan JKN, sgpendalinan atapun sakit yangnemerlukanrawat

inap di rumah sakit.

Untuk kepesertaan JKN PBI, padasigiply peningkatan terjadkarena ada penambahan kuota

kepesertaan JKN PBiaik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neg&R@BN maupun APBD
masingmasing daerah. Dari APBN, pada 2019 Pemerintah Pusat menambah kuota peserta JKN PBI
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dari 92,4 juta jiwamenjadi 96,8 juta jiwa. Sementara itu, dari ARPROota bertambah dengan
diperbesarnyaanggaran untuk menanggung peserta JKN PBI yang dibiaj&@epagai contoh,
jumlah peserta JKN PBI Daerah di Kabupaten Kubu Raya bertambah dari 10. 2@ @vaé¢npadi
54.526 jiwa fer Januari 2020). Selain itu, di Kabupaten Deli Serdpeserta JKN PBI Daerah
bertambah dari 79.758 jiw2018 menjadi 124.556 jiwgper Januari 2020)Tabel 2 danTabel 8

di Lampirar).

Sementaratu, pada sisdemand perubahan terjadi karena aksi kolektif yang memfasilitasi keluarga
miskindalammengakses JKN PBkrdasarkarhasilanalisis kuantitatifdari 1.258keluarga yang
memiliki JKN PBsebanyak 17,6% mendaftan dirisecara kolektif.Aksi kolektif ditemukan di
semua kelompok wilayah intervensian terdapat perbedaaryang signifikan secara statistik
antarkelompok wilayahdengan pemanfaatan akskolektif terbanyak di wilayah yang sedang
diintervensi MAMPU, yaitu mencapai 21,§&ambar5). Hal ini mengindikasikan besarnya peran
mitra MAMPU pada aksi kolektif di wilayah yang sedang diintervensi dalam mendukung perubahan
akses perempuan miskin.

89,2
81,7 80,5
76,2
21,6 ros 6
I 9.18
' | g | a |

Wilayah Sedang Wilayah Pernah Wilayah Non- Total
Diintervensi Diintervensi MAMPU
MAMPU MAMPU N=1.258

B Penetapan Langsung oleh Pemerintah Pusat ® Mendaftar secara Mandiri B Melalui Aksi Kolektif

Gambar 5. Cara mendapatkan JKN PBI tahun 2019 (%)

Sumber: Hasil survei tim peneliti.

2.2.2 Aksi Kolektif sebagai Upaya untuk Mengakses JKN PBI

Dari hasil wawancara dan FGD, dapat disimpulkan bahwa aksi kolektif terutama ditujukan untuk
mengakses kepesertaan JKN yBIg dibiayai oleh APBD (JKN PBI Daerah). Keluarga yang menjadi
sasaran aksi kolektif ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok, ygifpeserta yang sama sekali
belum memiliki kartu JKNii) peserta yang kehilangan kepesertaan JKN PBI Pusaijilpaserta

JKN mandiri yantidak sanggup membayar tunggakan iuran.

Alur proses aksi kolektif berbededa karena bergantung pada jejaring yang dimiliki inisiatornya.
Namun secara umum prosesnyaencakup(i) pengumpulan dokumen kependudukan keluakga
penyerahardokumen yang telah terkumpul kadaDinasSosial(Dinsos) atapun DinasKesehatan

6Kebijakan ini merupakan implementasi dukungan pemdapeayelenggaraan JKN sesuai dengan Instruksi Presiden No.
8 Tahun 2017.

"Persentase terbesar peserta JKN PBI adalah yang ditetapkan pemerintah (80,5%). Mereka adalah keluarga yang termasuk
dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
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(Dinkeg untuk diverifikasi dan (iii) pengiriman daftar calon peserta yang telah diverifikasi
DinsosDinkeske kantorBPJ¥esehatardaerah masingnasing untuk didaftarkan sebagai peserta
JKN PBI Daeraltustrasi proses irdapatdilihat padaGambar6.

TN

® —fit - KN

P -

kehilangan kepesertaan JKN PBI
Pusat

&
@‘%‘ﬁgﬁ belum mendapat akses JKN PBI \
A ———

Aktor yang merupakan

E peserta JKN mandiri yang tak perangkat desa Dinsos/Dinkes

JKN PBI Daerah

sanggup membayar tunggakan dan/atau aktivis di desa
iuran

Gambar 6. Aksi kolektif untuk mendapatkan JKN PBI Daerah

Sumber: Hasil wawancara informasi dasar dan FGD.

Aktor yang berperan dalam aksi kolektif ini dapat dipilah menjadi dua kelompok, yaitu perangkat
desadan aktivis sosial. Aktor pergkat desaditemukan di desalesapada semua kelompok
wilayah intervensi, termasuk wilayaton-MAMPU.Sebagai contoh, deséesanon-MAMPUyang
perangkatdesanyderlihat memiliki perarmenonjoladalahDesa CabupaterDeli Serdangkerta
DesaM dan DesaN (Kabupaten Timor Tengah Selatan afEli$. Namun dalam hal ini aktor
perangkat desahanya melakukan pendataan, mengumpulkan dokumean kemudian
menyerahkarhasil kerjany&epada dinas terkait. Setelah jaktor perangkat desadiasanya hanya
menungguinstruksi berikutnyadari dinas terkait karengalur yang ditempuhmerupakan jalur
proseduralbiasa.

Berbeda dengaraktor perangkat desaaktor dari kalanganaktivis sosial selalu memonitor
perkembangan usulan yang mereka ajukdardasarkan kelompok wilayah interveraisi kolektif
yang dipeloporaktivis sosiatlapatdiperinci sebagai berikut.

Pertama, di wilayah yang sedang diintervensi MAMPAKsi kolektif ditemukan di Desas&rta
DesaB KabupatenDeli Serdangidimotori oleh kader Serikat Pekerja Rumaha8RR Selain itu,

aksi kolektif juga ditemukan ddesa L KabupatenPangkemdiinisiasi oleh kadeBalai Sakinah
WisyiyahBSAdan bidan desa. Aksi kolektif @ilakukarkarena BITRKdonesiadan$isyiyah yang
bergeaak di wilayahtersebut memang menjadikan peningkatan akses perlindungan sosial bidang
kesehatan sebagai salah satu agenda kerjanya.

Dikabupaten pendalamabBeli Serdang, aksi kolektif pada 2019 dilakukan karena ada kesempatan
untuk memanfaatkan jejaringlengan salah seorang anggota DPRD Sumatra Utara (Sumut) yang
maju kembali sebagaialon anggota legislaffada pemilu 2019ni meruoakan aksi kolektif kedua
karena masih banyak usulan yang tidak terakomogasia aksi kolektif sebelumnyeBerbeda
dengan sebelumnya, aksi kolektif kali ini mencakup perempuaniyakenanggota SPR.

8Pada 2017, SPR pernah melakukan aksi kolektif bermpadaftarkan anggotanya untuk endapatkan akses
kepesertaan JKN PBI melalui Dinsos Deli Serdfdigydningsih dan Kusumawardhani, 2019).
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Kotak 1
Aksi Kolektif oleh Serikat Pekerja Rumahan Kabupaten Deli Serdang (2019)

J (36 tahun) merupakan Ketua SPR Sumut. Dalam posisinya sebagai ketua, ia dan lembaga pendampingnya,
BITRA Indonesia, kerap berinteraksi dengan anggota DPRD Sumut dalam upaya memperjuangkan lahirnya
peraturan daerah (perda) tentang perlindungan pekerja rumahan. Pada satu kesempatan menjelang pemilu
2019, salah satu anggota DPRD menyatakan komitmennya untuk membantu SPR memperoleh kartu JKN
PBI.

Komitmen itu kemudian ditindaklanjuti oleh J dengan menugaskan pimpinan kelompok tingkat desa SPR di
setiap desa untuk mengumpulkan dokumen persyaratan di desa masing-masing. Dokumen yang
dikumpulkan adalah fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Dalam prosesnya,
keluarga yang mengumpulkan dokumen tidak terbatas pada anggota SPR, tetapi juga nonanggota karena
informasinya menyebar melalui kegiatan wirid yang berlangsung tiap minggu di desa mereka masing-masing.

Dokumen-dokumen yang terkumpul direkapitulasi dan dibuat daftarnya oleh pengurus SPR dan dibantu oleh
staf BITRA Indonesia. Hasil rekapitulasi kemudian diserahkan oleh J pada satu kesempatan pertemuan
terbuka antara anggota DPRD tersebut dan masyarakat di Desa B pada Februari 2019. Namun, penyerahan
dokumen tidak dilakukan kali itu saja. Dokumen susulan juga beberapa kali diserahkan J di sela rapat
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Pekerja Rumahan di kantor DPRD Sumut. Akan
tetapi, J tidak ingat dan tidak memiliki catatan berapa banyak dokumen yang ia serahkan.

J bersama staf BITRA Indonesia juga selalu menanyakan perkembangan status pengajuan permohonan
mereka. Menurut J, proses mengajukan dokumen hingga keluarnya kartu JKN PBI terbilang cepat, hanya
sekitar satu bulan. Kartu disampaikan kepada J dalam dua tahap. Tahap terakhir keluar sekitar dua hari
sebelum pemungutan suara pemilu 2019. Menurut keterangan BITRA Indonesia, dari hasil aksi kolektif ini
diperoleh sejumlah 600 kartu yang tersebar di wilayah dampingan BITRA Indonesia di Kabupaten Deli
Serdang.

Sayangnya, walaupun ikut diusulkan, J tidak termasuk yang mendapatkan kartu. J hanya bisa bersabar atas
kenyataan ini. Di sisi lain, masih banyak kartu yang belum dibagikan kepada pemiliknya dan masih berada
di rumah J. Menurut J, kartu-kartu itu bukan milik anggota SPR sehingga ia tidak mengenal nama-nama yang
tertera di kartu-kartu tersebut.

Walaupun yang mendapatkan kartu sudah makin banyak, BITRA Indonesia masih mengajukan 350 kepala
keluarga ke Dinsos Deli Serdang karena masih banyak anggota SPR yang belum memiliki kartu JKN PBI. J
termasuk yang akan diusulkan kembali. Alur proses aksi kolektif yang dimotori SPR Kabupaten Deli Serdang
tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Sumber: Wawancara pendalaman.

Kedua, di wilayah yang pernah diintervensi MAMPAKsi kolektifditemukandi Desa G dabesa
H KabupaterKubu Rayadimotori oleh PEKKAValaupun tidak lagi mendapgeanpendanaan dari
MAMPU, PEKKA tetap menjalankan agenda kerjanya untuk peningkatan kepesertabial JKiN.
dilakukan dengan memanfaatkgejaring dan kedekatannya dengan pemerintah, baikDinkes
maupun bupati. Dalam melakukan aksi kolelREKKA tidakembataspelayanamyahanya untuk
kelompok dampingannya, tetapi jugatuk keluarga miskin lainnya.

Ketiga, di wilayahnon-MAMPU. Di Desa (KabupaterKubu Raya), ditemukaaksi kolektif untuk
mengakses kepesertaan JKN.PPBEi kolektif ini diinisiasi oledeorang kader BP&E&sehataryang
tergerakkarena seringnya ia bertemu dengamrgamiskin yang menunggak iuran B&d&rga
yang b&kan mengalami kesulitamntuk memenuhi kebutuhannya sehdrari. Kesempatan untuk
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